BUPATI GORONTALO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 62 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PERANUKAT DAXZRAH
PEMERINTA FABUPATEN GORONTALO TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat 1
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Fanjang Daerah Dan Rencana
Perrbangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Perabangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembargunan Jangka Menengah
Daerah, an Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
BAPPEDA menyampaikan se'uruh rancangan akhir Renja
Perangkat Daerali yang telah diverifikasi sebagaimana i
dimaksud dalam Pasal 139 kepada Kepala Daerah
melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan
Perkada ;

b. bahwa herdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
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Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2016,

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentulkan Deerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara R2pubiik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Gorontale (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 7000 Nomor 258,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Noimnor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik I[ndonesia Tahun 2004 Nomor
104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

4. Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambehar, Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah untuk kzdua kelinya dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran N=gara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Ilomor 30 Tahun 1979 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo
dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);

6. Peraturan Menteri Da.am Negeri Nomor 13 tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangari Daerah

sebagaimana telah diubah wuntuk kedua kalinya
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Menetapkan

dengan Peraturan Men'eri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara FPerencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembargunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Dacrah (Berita
Negara Republik Indones.a Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daeral: Kabupaten Gorontalo Nomor
8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 206 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019.

BAB |
KETENTUAN UMU!V.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adaleh Kabupaten Gorontalo.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Dacrah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daeral menurut asas otonomi dan tugas
Pambantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Rapublik Indonesia
setagaimana dimaksud dalem Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daeranh yang selanjutnye disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintah caerah.

5. Bupati adalah Bupati Gorontalo.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

10.

11,

12.

13.

Gorontalo
Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana xeuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Rencana Pembangunan Jarngka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD Pemszrintah Kabupaten
Gorontalo adalah dokumen DPerencanaan Daerah untuk
periode 3 (Jima) tahun terhitung sejak Tahun 2016 sampai
dengan Tahur 2021.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang
selanjutnya disebut Rer.cana Kerja Pemerintah Daerah
yang selanjutnya disingkat KKPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah uniuk periode
5 (lima) tahun.

Rencana Kerja adalabh dokumeén rencana yang memuat
program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai
sasaran pembangunan

Pencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah

dokumen perencanaan dan penganggaran yang beiisi
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rencana pendapatan, rencana belanja program dan
kegiaten Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan

sebagai dasar penyusunan AFBD.

BAB 11
RENCANA KERJA PEFANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Rencana Ke:ja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah
Kabupaten Gorenitalo, yang selanjutnya disebut Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen rencana kerja perangkat
daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan
untuk mencapai sasaran pembangunan untuk periode 1
(satu) Tahun yaitu Tahun 2019 yang dimulai pada tanggal 1
Januari 2019 dan berakhir paca tanggal 31 Desember 2019.

(2) Sistematika Renja Perangkat Daeraa Tahun 2019 terdiri
dari pendahuluan, hasi! evaluasi Renja Perangkat Daerah
tahun lalu, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah,
rencana kerja dan »endanaan Perangkat Daerah, dan

p2nutup sebagaimana tercantum dalam lainpiran Peraturan

Bupati Ini.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahur 2019 merupakanr penjabaran
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 dan memperhatikan
RKPD tahun 2019 dan RPJMD Kabupaten Gorontalo
Gorontalo Talun 2016- 2021.

(2) Renja Perangkac Daerah Taliun 2019 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi Pedoman nagi perangkat daerah dalam
menyusun RKA SKPD.

Pasal 4

(1) Perangkat daerah membuat 'aporan kinerja triwulan dan

tahunan atas pelaksanaan rencana ker'a dan anggaran
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Tahun 2019 yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan

dan indicator kinerja masing-masing program.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan
kepada Badan Perencanaan Kabupaten Gorontalo, Bagian
Ekonomi dan Pembangunan paling lama 10 (Sepuluh) hari
setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

(3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan
bagi analisis dan evaluasi Program Kerja dalam pencapaian

target pembangunan.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
A5 oldgloer 018

NTALO,Q/

Diundangkan di Limboto
pada tanggal \%; oXtober 2018

SEKRETARIS D AH KABUPATEN GORONTALO,

JAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR b 3




